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KATA PENGANTAR 


Buku ini sesungguhnya ditulis bukan saja karena adanya niat 
dan rencana pribadi, melainkan berawal dari munculnya suatu 
sebab yang boleh dikatakan kebetulan. Pada suatu hari di perte- . 
ngahan tahun 1988, Profesor Satjipto Rahardjo (yang pada waktu 
itu mengetuai Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan RI) menawarkan kesempatan kepada saya untuk 
bermukim barang tiga-empat bulan di Negeri Belanda guna 
menelaah pustaka-pustaka Jama dari zaman kolonial tentang 
. hukum yang berkembang di Indonesia pada masa itu, kemudian 
menulis suatu risalah yang:dapat dibaca oleh mereka yang bermi- 
nat mengkaji seluk-beluk hukum Indonesia, namun tak sempat 
mempelajari prolog-prolog sejarah perkembangannya. Tentu saja 
tawaran yang baik itu tidak saya sia-siakan, bukan hanya karena 
dorongan minat dan motif profesional saya, akan tetapi juga 
karena keinginan pribadi saya untuk melihat negeri, yang dulu — 
semasa kecil saya — hanya saya kenali lewat imajinasi-imajinasi 
bocah anak sekolah. 

Bermukim dan bekerja di Negeri Belanda antara bulan Agustus 
sampai bulan Nopember 1988, dengan dana yang disediakan oleh 
De Nederlandsche Raad voor Juridische Samenwerking met 
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Indonesie, mula-mula saya memperoleh saran agar menulis topik 
khusus tentang perkembangan pendidikan hukum semasa peme- 
rintahan kolonial. Saran itu saya penuhi, dan lahirlah sebuah 
tulisan yang isinya dapat pembaca lihat dan ikuti pada Bab VIII di 
dalam buku ini. Sesungguhnya pcnyelesaian tulisan tentang 
“Pendidikan Hukum di Hindia Belanda dalam Kerangka Kebijak- 
an Kolonial yang Baru" ini tidaklah terlalu makan waktu. Seba- 
gian dari tulisan itu sudah dapat saya selesaikan di Jakarta dengan 
menggunakan beberapa sumber yang saya peroleh di Perpustaka- 
an Nasional, dan saya hanya membutuhkan waktu tak sampai dua 
minggu saja untuk menuntaskan dan membulatkan karangan itu di 
Leiden. 

Ada dua-tiga alasan mengapa saya tiba-tiba saja pada waktu 
itu, tatkala memperoleh waktu luang yang agak berlimpah di 
Negeri Belanda, tergerak untuk menulis lebih dari sebatas sebuah 
artikel saja. Kemudian menulis beberapa episode lain yang seka- 
lipun merupakan tambahan-tambahan namun yang tetap terlihat 
berkaitan dengan artikel pertama, yang kemudian dapat di rangkai- 
kan menjadi suatu untaian logis yang keseluruhan karangannya 
boleh terwujud sebagai suatu buku. 

Alasan pertama ialah kesadaran yang terbersit dalam pikiran, 
bahwa ihwal pendidikan hukum pada masa penjajahan itu — 
sekalipun dapat saja ditulis sebagai fragmen sejarah kolonial — 
rupanya akan sulit untuk bisa dipahami secara utuh dan diwawas 
secara komprehensif oleh khalayak pembaca kalau tidak terlebih 
dahulu dikaji dengan mengingat-ingat konteks-konteks kebijakan 
sosial-politik yang berkembang sepanjang masa pemerintahan 
kolonial pada waktu itu. Penulisan episode-episode prolog dan 
epilog ini tak ayal telah memalarkan karangan ini menjadi suatu 
risalah panjang, yang mengesankan kehadirannya lebih sebagai 
suatu kajian tentang sejarah kejadian daripada sebagai suatu 
kajian tentang sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri. Karangan 
ini menjadi lebih nalar lagi, lebih-lebih ketika beberapa sumber 
sempat ditemukan dan dirujuk untuk menggambarkan bagaimana 
pendidikan hukum untuk anak-anak muda pribumi pada saat itu 
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juga cukup berpengaruh pada gerakan nasionalisme dan perkem- 
bangan politik yang mencabar kekuasaan kolonial pada masa- 
masa itu, dan juga pada upaya mengkonstruksi model negara dan 
konstitusi negara modern tatkala sebuah republik-harus dibangun 
di atas puing-puing reruntuhan kekuasaan kolonial. 

Motivasi kedua yang kemudian marak untuk memanfaatkan 
kelebihan waktu semasa bermukim di Negeri Belanda gunamerulis 
karangan yang lebih panjang daripada apa yang direncanakan 
semula adalah munculnya apresiasi saya yang tulus dan spontan 
kepada sebuah karya yang terbit di Australia pada tahun 1982, 
namun yang baru saya ketahui dan baca pada waktu saya menjadi 
pengunjung tetap perpustakaan van Vollenhoven Instituut di 
Leiden. Karya itu — dalam wujud sebuah buku setebal 300 
halaman, terbit dari tangan Profesor John Ball dari Sidney Univer- 
sity, dengan judul Indonesian Legal History, 1602-1848 — 
mengajak orang untuk bisa melihat hukum dari perspektif yang 
historik dan empirik, dan tidak semata-mata dari perspektif yang 
normatif atau ideologik (sebagaimana yang telah agak terlanjur 
terbiasakan di Indonesia). Mengapresiasi karya Profesor Ball ini, 
tergeraklah saya untuk — sekalipun dengan kemampuan dan 
fasilitas yang terbatas —mencoba-cobamenuliskan lanjutan atau 
sambungannya, ialah apa yang terjadi dalam sejarah perkembang- 
an hukum di Indonesia pada rentang waktu 150 tahun berikutnya, 
terhitung sejak pertengahan abad ke-19 sampai ke dasawarsa 
akhir abad ke-20. 

Menelusuri sumber-sumber pustaka di Negeri Belanda, 
khususnya terbitan-terbitan dan dokumen-dokumen yang tersim- 
pan di perpustakaan Koniklijk Instituut voor Taal-, Land- cn 
Volkenkunde di Leiden, tak pelak lagi saya menemukan dan 
membaca berbagai laporan dan paparan-paparan pikiran yang 
tentulah amat kolonial-sentris, sering mengesankan adanya kesa- 
daran superioritas ras kulit putih, namun sering pula jujur dalam 
hal mengetengahkan pendapat tentang nasib anak negeri jajahan. 
Semua itu terasa memudahkan kerja saya yang pada waktu itu 
tengah mencoba mengobyektifkan (scdapat mungkin!) berbagai 
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subyektivitas yang mencuat di tengah situasi kolonialisme, dan 
dengan demikian juga membantu ugahasaypumuk menghindari 
berbagai jebakan akrpnisme, (yaitu kesalahan yang sering djper 
buat olch seorang penulis karcna men Babakan kontcks dan rcalita 
zaman). 

Usaha saya yang satu ini memang Pine saja tak selama- 
nya berhasil, akan tetapi tidaklah ada salahnya kalau usaha scperti 
itu dicoba dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga usaha 
keilmuan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian sejarah harus 
dibebaskan sedapat-dapatnya dari berbagai interpretasi ideologik 
yang amat preskriptif demi kepentingan perjuangan-perjuangan 
politik praktis. Setengah abad telah hampir berlalu sejak kekua- 
saan kolonial diakhiri di bumi Nusantara ini lewat suatu proses 
yang tak jarang penuh kekerasan dan terasa amat menyakiti. Kini 
tibalah waktunya untuk menelaah peristiwa-pcristiwa masa lalu 
itu dengan pikiran-pikiran yang lebih analitis dan nurani yang 
lebih jujur, guna bisa melihat dan mengakui bahwa warna kebe- 
naran yang melekat pada setiap kejadian itu tidak selamanya 
warna-warna ekstrim yang dikotomik, hitam legam atau putih 
bersih, melainkan lebih acap bernuansa abu-abu. 

Dalam kesempatan mengantarkan terbitnya, bukyini. lebih 
dari pantaslah kalau saya meluangkan waktu untuk menuliskan 
barang sebaris dua barrsugapat-wmagdKASiygan ankapan) 4pre- 
siasi saya kepada Profesvt 3. 4 nde Smaterean-nyonyabDoktar H: - 
C. Gall, kedua-duanya dari Rijksunyversitfit feL£idan. Kedua 
mahasarjana ini telah menyempatkarditdatan etuarrgkat waktu 
mereka-yang amat berharga Ngk WerbindaaM Hinidang Udnbht - 
saya tentang apa yang saya tngrthkartdan pikirkan pada waktu itu,” 
dan selalu berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang banyak 
ihwal. Banyak yang telah kampbrcgrakardalamm wak (ga folan 
di belahan akhir tahun 1988 ituxtiaaklhanya ydngt dkadenhk dan 
intelektual dan bernilai universal, akan tetapi juga yang menyang- 
kut banyak ihwal dan soal yang mestinya hanya dapat dipahami 
dari perspektif yang lebih bersifat partikularistik, akan tetapi yang 
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toh dapat dipertukarkan untuk membangun saling pengertian. 
Upaya saya untuk melepaskan diri dari kecenderungan melihat 
sejarah hukum di Indonesia sebagai bagian dari sejarah suatu 
bangsa tertentu (yang Belandasaja atau yang Indonesia saja!), tapi 
untuk lebih melihatnya sebagai bagian dari sejarah yang dalam 
realitanyatelah dialami bersama oleh manusia yang seumat (namun 
yang telah bernasib terpilah ke dalam dua kelompok bangsa yang 
berbcda kepentingan), telah terbantu banyak olch intensitas dis- 
kusi-diskusi saya dengan Profesor de Smidt dan Doktor Gall itu. 
Saya amat mensyukuri pertemuan dan perkenalan saya dengan 
dua pakar dari Lciden itu. 

Ucapan terimakasih juga harus saya ungkapkan dan sampai- 
kan kepada para sejawat lain, baik yang di Indonesia maupun yang 
— di Negeri Belanda, mereka telah membantu usaha saya untuk 

"memenuhi ambisi menulis sebuah esei panjang tentang sejarah 
hukum di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, dari eksis- 
tensi dan fungsi kolonial ke eksistensi dan fungsi nasional. Nama- 
nama sejawat demikian banyaknya sehingga sulit saya sebutkan 
di sini satu per satu. Namun, jasa Profesor Satjipto Rahardjo, 
Meester P.J. Evers, Doktorandus.J. F. van Olden dan Nyonya 
Meester A.J. Brokkaar — yang memberikan banyak kemudahan 
hingga memungkinkan saya berada dan menempuh pengalaman 
yang berharga di Negeri Belanda — patutlah disebutkan di sini 
secara khusus dan tersendiri. Bantuan Doktor Mochtar Mas'ud 
dari Pusat Antar-Universitas di Universitas Gajah Mada kepada 
saya, yang mcmungkinkan saya membulatkan seluruh karangan 
dengan mencari tambahan bahan pustaka dari Perpustakaan 
Nasional di Jakarta sepulang saya dari Negeri Belanda, juga mem- 
bantu mencetak naskah-naskahnyauntuk keperluan proofreadings, 
patutlah pula saya sebutkan di sini dengan maksud untuk menya- 
takan apresiasi saya yang tulus. 

Sekalipun buku ini tak akan mungkin ditulis dan diselesaikan 

tanpa bantuan para sejawat, tak urung segala kekurangan dan 
— kekeliruan yang terlanjur tercetak dalam buku ini tetaplah sepc- 
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nuhnya menjadi tanggung jawab saya. Tegur sapa dan kritik dari 
para pembaca buku ini tetaplah saya harapkan, dan segala kritik 
akan saya terima dengan senang hati untuk bekal perbaikan 
karangan ini nanti apabila cetakan kedua memang memungkin- 
kan. 


Surabaya, Desember 1993 
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BABI 
PENDAHULUAN 


Studi yang hasilnya hendak dikemukakan berikut ini pada 
pokoknya adalah sebuah studi tentang berlangsungnya proses 
introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/ 
di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi 
yang otohton!. Adapun yang dimaksudkan dengan 'sistem hukum 


1Dalam studi ini istilah tata hukum diartikan dalam makna yang lebih luas 
daripada makna istilah sistem hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan 'tata 
hukum' di sini ialah keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah- 
kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban kehidupan dalam masyara- 
kat), dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang — untuk 
fungsi itu — juga diakui oleh masyarakat. Sementara itu, yang dimaksudkan 
dengan 'sistem hukum' ialah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik, yang 
karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada 
umumnya, dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan 
oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses 
sosial yang terjadi dalam masyarakat. Cf.: Harold J. Berman, LawAnd Revolution 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), hlm. 49-50. Dalam hu- 
bungan ini Bergman pun menambahkan bahwa dalam apa yang disebut 'tata 
hukum (legal order)', akan ditemui “professional yudiciary, professional class of 
lawyers, dan profcssional legal literature", dengan kaidah-kaidah hukum yang 
“consciously systematizcd,... disembedded from the whole social matrix", se- 
hingga menjadi "independent, integrated, developing body oflegal principlesand 
procedures clearly differentiated from other process of social organization and 
consciously articulated by acorps of persons specially trained for that task”. 
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asing” di sini ialah sistem hukum Eropa (khususnya Bclanda) yang 
berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi- 
Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai 
dari apa yang discbut 'Papal Revolution' sampai kepada apa yang 
dikenal sebagai revolusi kaum borjuis-liberal di Pcrancis pada 
akhir abad ke-19.? Sementara itu, apa yang dimaksudkan dengan 
tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otohton 
di sini adalah tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi 
di Indonesia (khususnya Jawa), yang gambaran institusi-institusi- 
nya dalam garis besarnya telah dicoba-perikan oleh perintis- 
perintis dalam pengkajian hukum rakyat pribumi, seperti misal- 
nya yang dikerjakan oleh Snouck-Hurgronje, van Vollenhoven 
dan ter Haar?. 

Pada hakikatnya studi yang hendak dikemukakan ini adalah 
Suatu Studi tentang sebuah upaya politik yang sadar untuk melak- 
sanakan transplantasi kultural, ditingkah oleh kebijakan-kebijak- 
an oposannya yang mendesakkan alternatif untuk juga mengupa- 
yakan transformasi kultural, masing-masing dengan segala keber- 
hasilan dan segala kegagalannya. Prosesnya adalah proses yang 
terjadi sebagai bagian dari sejarah perkembangan kekuasaan 
kolonial di Jawa yang berlangsung dalam kurun waktu lebih,dari 
satu abad (antara tahun 1840-1950), dan yang berlanjut dengan 
proses-proses modifikasi serta adaptasinya — untuk kepentingan 
pembangunan suatu negara nasional yang modern — pada dasa- 
warsa-dasawarsa berikutnya (1945-1990). Secara ringkas dapat- 
lah studi ini discbutkan sebagai studi tentang dinamika sosial- 
politik yang terjadi dalam perkembangan hukum di Indonesia 
selama satu setengah abad (1840-1990), nota bene suatu perkem- 
bangan dari hukum kolonial ke hukum nasional. 


Tentang tradisi hukum barat, juga khususnya yang Eropa itu, berikut 
perkembangan dan proses-proses formatifnya,baca lebih lanjut Harold J. Berman, 
op.cit. 

3C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, Jilid I Bagian 
II (Leiden: E.J. Brill, 1918), hlm. 131-756: Barend ter Haar Bzn, Beginselen En 
Stelsel van Het Adatrecht (Groningen:JB Wolters,1939). 
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Perkembangan hukum di Indonesia (sejak kedaansan vVog 
hingga pertengahan abad ke-19 telah pernah ditulis dengan cukup 
komprehensif namun juga rinci oleh seorang penulis sejarah dari 
Australia, John Ball.“ Perkembangan-perkembangan yang terjadi 
sepanjang masa satu setengah abad berikutnya belumlah ditulis -: 
oleh seorangpun, kecuali dalam bentuk risalah-risalah terpisah 
mengenai topik-topik atau temuan-temuan tertentu, atau juga 
mengenai pengutaraan-pengutaraan kebijakan hukum tertentu.s 
Tentu saja perkembangan sistem dan tata hukum di Indonesia 
sepanjang masa satu setengah abad terhitung sejak dasawarsa 
1840-1850 itu disyarati oleh kondisi-kondisi sosial-politik yang 
— karena penuh dinamika sejarah — sangat beragam. Dalam 
garis besarnya, perkembangan itu boleh dibagi ke dalam tiga 
periode besar: 1840-1890, 1890-1940, dan 1940-1990. — 

Perkembangan tata hukum di Indonesia pada periode 1840- 
1890 adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebi- 
jakan-kebijakan liberalisme yang mencoba membukakan peclu- 
ang-peluang lebarpada dan untuk modal-modal swasta dari Eropa 
guna ditanamkan ke dalam usaha-usaha perkebunan besar di 
daerah jajahan (namun juga dengan maksud di lain pihak untuk 
tetap melindungi kepentingan desa-desa dan pertanian tradisional 
yang da sah sumber Mengarah pendaan Pe 6 Tahun: 


“John Ball, Indonesian Legal History: 1 602-1348 (Sidney: Ovghtershiw 
Press, 1982). | 

sg ohn Ball sebewnnyan juga mencaba mengkaji secara serius perkembangan 
hukum Indonesia dari masa-masa sesudah tahun 1850, sekalipun hingga tahun 
1985 yang dapat ia kerjakan "baru" sampai pada upaya penghimpunan bahan- 
bahannya yang ia gandakan dan publikasikan dalam bentuk stensilan berjumlah 
2 jilid,dalam Indonesian Law Commentary and Teaching Pan teras Beng 
Faculty of Law University of Sidney, 1985). 

€Sementara penulis bahkan menyatakan bahwasanya — di bawah tekanan 
politik para politisi Liberal — pemerintah kolonial bermaksud memberikan 
kemakmuran kepada penduduk pribumi terlebih dahulu (dan baru sesudah itu 
negeri Belanda akan dapat memetik keuntungan-keuntungan yang diperkirakan 
akan melebihi jumlah keuntungan yang dapat dipcroleh pada waktu yang lalu). 
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tahun selewat 1890-an adalah tahun-tahun ketika kebijakan kolo- 
nial amat dipengaruhi oleh politik etik .pemerintah, dan tentu saja 
. juga oleh wawasan-wawasan untuk secara etis selalu mempertim- 
bangkan kemajuan penduduk pribumi, baik dalam hal taraf ke- 
makmuran ekonomi dan kesejahteraan budayawinya maupun 
dalam hal kedudukan sosial dan hak-hak politiknya. Tahun-tahun 
1940-1990 adalah tahun-tahun terjadinya dekolonisasi, ketika 
para pemimpin nasional Indonesia — setelah berhasil mendirikan 
negara baru yang merdeka dan berdaulat — bertekad bulat untuk 
memimpin bangsanya ke arah kebebasan untuk menentukan 
naSibriyasendiri. Setelahmelalui masa-masaperalihan yang sangat 
kritis (1940-1950), pada periode ini perkembangan-perkembang- 
an menjadi jelas dituntun oleh kebijakan-kebijakan nasional yang. 
mencoba — dengan segala daya dan usaha, sekalipun tak selalu 
berhasil — untuk" melepaskan diri dari "ena Nana akan pen- 
| dahulunya yang 'feodal dan kolonial. | 
“Tak pelak, pada kurun-kururi awal: likioraktar yang banyak 
| terlibat dalam penctapan kebijakankebijakan kolonial di bidang 
| pemerintahan' dan kehukumari tentusaja tak-akan lain daripada 
aktor-aktor yang 'berkebudayaafi Eropa: :dan berkebangsaan Be- 
larida, yang - ES “karena tugas 'dan tanggung jawabnya untuk ikut 
menangani daerah jajahan H5 felah dihadapkan'kepada pilihan- 
- pilihan yang harus pula mempertimbangkan eksistensi.dan esensi 
“budaya non-Eropa. Dalam perkembangan kemudian, setelah 
lapisan terpelajar berkebangsaan pribumi muncul-dalam jumlah 
yang berarti di dalam struktur terstratifikasi masyarakat kolonial, 
-aktor-aktor itupun lalu menjadi lebih beragam, masing-masing 
mewakili-cita-cita dan kepentingan yang 'acapkali berselisih dan 
tak. mudah dipertemukan. 1 Pada akhirnya $ aktor-aktor pribumi 
Lihat karya LJ. Brugmans, Gesihistenis van HetOnderuijs InNederlands India 
(Groningen:JB Wolters, 1983), hlm. 136, yang mengutipucapan anggotaparlemen 
-Belandavan Hoevell dalam salah satu pidatonya di dcpan'sidang Tweede Kamer. 
. Seorang penulis Belanda, Colenbrander, pada tahun 1925 melihat pertum- 
buhan lapisan terpelajar pribumi "— berikut segala peran mercka yang lebih 
berarti — sebagai suatu fenomen yang Wajar dan Sepatitnya'diterima Tanba 
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itulah yang — melalui cara Pa paksa dan dibantu keadaan — berhasil 
muncul ke permukaan, merebut peranan dan kekuasaan pemerin-: 
tah, dan karena itu pula memegang kendali yang berkuasa meng- 
arahkan dinamika perkembangan sosial-politik yang ada di Indo- 
nesia. | 
Tahun 1840 dipilihs secara sengaja Oleh studi ini sebagai Awi 
amatan terhadap perkembangan hukum kolonial, karena dasawar- 
sa tahun 1840-an ini adalah dasawarsa dimulainya realisasi kebi- 
jakan-kebijakan kolonial yang baru sehubungan dengan bermula- 
nya secara nyata kemenangan ide-ide liberal dalam politik peme- 
rintahan di negeri Belanda. Dengan merujuk kepada apa yang di- 
katakanoleh John Ball — yang telah mempelajari dan melaporkan 
sejarah hukum Indonesia (sejak masuknya VOO) hingga tahun 
1850 — dan oleh Margadantt", perkembangan selepas tahun- 
stahun. 1840: an ini memang merupakan perkembangan yang ber- 
.beda benar dengan perkembangan yang terjadi pada masa-masa 
sebelumnya. -Kebijakan-kebij akan kolonial dari masa. sebelum - 
..tahun.1850-an adalah kebijakan- -kebijakafi yang didominasi Oleh 
. motif-motif dan sikap yang : "based — “with some notable excep- 
- tiOn — ON. European self-interest and indifference to the indige- | 
-:NOUS legal. order", sedangkan Si sa yang' terjadi Da | 


Ia Din ehi 
Me Ui Penuaan Me dam PU Ten ana Tan 


&: ta Na Ha Ah 13 L. ii 
“kenyataan: namun ia pun Pa an ara akan terwujudnya asosiasi 
" antar-golongan yang masing-masing mau tak mau haruslah tetap menyadari 
“ihwal perbedaan ras asal- usulnya.. Scmentara itu, 'bcbcrapa kekuatan 'sosial- 
. politik yang berkembang pada wakni itu menghendaki terjadinyaperkembangan 
yang lebih jauh daripada sekedar terjadinya asosiasi itu, ialah perkembangan ke 
arah terjadinyaasimilasi. Baca:H.T. Colenbrander, Koloniale Geschiedenis, Jilid 
I (“s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff,1925), hlm.-6-7. Pengritik yang dengan 
. tajam mencela kebijakan kolonial yang bermaksud untuk tetap mempertahankan 
kebijakan perbcdaan ras adalah penulis nasionalis A. Rivai, dalam Student 
Indonesia di Europa (Weltevrcdcen: Bintang Hindia, 1928). 
0. “Jom Ball, op. cit, cat.no.4: C.W. Margadant, Het Regeringsreglement van 
| Nederlandsch-Indie (Batavia: Kolff, 1895), Jilid II, him. 178-179.. 
John Ball, /bid., hlm. 15 pernyataan serupa dapat pe disimpulkan dari 
pernyataan-pernyataannya di hlm. 226 dan 236. 


Pendahuluan 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


masa-masa sesudah itu tampak lebih ditandai oleh berbagai ragam 
niat untuk mendayagunakan hukum guna melindungi kepenting- 
an-kepentingan penduduk di Hindia-Belanda, tidak hanya kepen- 
tingan usaha-usaha swasta bebas (sesuai dengan cita-cita liberal- 
isme di bidang ekonomi yang anti etatisme), akan tetapi juga 
kepentingan hukum rakyat pribumi di daerah jajahan.!? 

Dasawarsa pasang naiknya kekuatan pengaruh partai-partai 
politik yang berhaluan liberal di negeri Belanda ini membawa 
konsekuensi yang sangat bermakna dalam ihwal perubahan arah 
kebijakan hukum dan perkembangan praktek hukum untuk dan di 
daerah-daerah koloni Hindia-Belanda. Perubahan ditandai perta- 
ma-tama oleh berhasil diundangkannya undang-undang dasar 
(Grondwet) baru di negeri Belanda pada tahun 1848, yang kemu- 
dian disusul oleh pengundangan peraturan baru tentang kebijakan 
untuk mengatur tata pemerintahan daerah jajahan yang pada 
waktu itu masih dikenal dengan sebutan Hindia-Belanda (ialah 
Het Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlandsch- 
Indie, yang lebih dikenal dalam singkatannya Regeringsregle- 
ment) pada tahun 1854. Grondwet tahun 1848 dan Regeringsre- 
glement tahun 1854 adalah dua produk konstitusional yang — 
sctidak-tidaknya pada mula pertama, dan sckalipun baru secara 
yuridis-normatif — telah menjadi kekuatan pengubah arah kebi- 
jakan kolonial dan kebijakan hukum kolonial di Hindia-Bclanda 
Itu. Pada dasawarsa itulah penguasa-pcnguasa yang bcrpcngaruh 
dalam pemerintahan Belanda mulai memperdengarkan pendapat- 
nya tentang kebijakan baru di bidang hukum dan perundang- 
undangan untuk daerah jajahan Hindia-Belanda, yang kemudian 
dikenal dengan sebutan kebijakan hukum yang digariskan secara 
sadar (bewuste rechtspolitiek). 

Setelah mengkaji secara khusus perkembangan yang terjadi 
hingga diundangkannya Regeringsreglement pada tahun 1854 itu, 


'0C.W. Margadant, op. cit., hlm. 178-179, yang juga dirujuk dan disetujui 
oleh A.D.A. de Kat Angelino, Colonial Policy (The Hague: Martinus Nijhoff, 
1930), hlm. 20. 
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studi ini juga akan mengamati dan memerikan secara khusus 
perkembangan-perkembangan berikutnya yang terjadi hingga 
dasawarsa terakhir abad ke-19. Periode 1860-1900 adalah periode 
yang sesungguhnya menarik untuk dikaji dalam kerangka kajian 
sejarah hukum kolonial. Periode ini adalah periode yang kaya 
dengan data sejarah sosial-politik yang cukup andal untuk diguna- 
kan menguji hipotesis-hipotesis tentang kemungkinan mentrans- 
fer sistem hukum dari suatu suprasistem budaya tertentu (dalam 
hal ini sistem budaya Eropa) ke suprasistem budaya lain (dalam 
hal ini sistem budaya kolonial di Asia, yang tak hanya bersifat 
non-Eropa akan tetapi juga plural). Periode ini adalah periode 
yang dipadati oleh permasalahan-permasalahan operasional di 
lapangan yang timbul secara konkrit sebagai konsekuensi upaya- 
upaya para eksponen liberalisme dalam politik kolonial untuk 
merealisasi ide-ide politik yang berakar dalam-dalam di dalam 
peradaban Eropa Barat. Pada hakikatnya permasalahan yang 
terjadi adalah permasalahan yang secara ringkas boleh kita sebut 
sebagai permasalahan transplantasi sistem hukum asing (Eropa) 
ke tengah tata hukum masyarakat kolonial yang khas." | 
Dijejas oleh permasalahan-permasalahan praktis yang timbul 


11Baca misalnya: Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke 

Hukum Nasional: Suatu Telaah Mengenai Transplantasi Hukum ke Negara- 
Negara yang Sedang Berkembang, Khususnya Indonesia. Pidato pengukuhan 
pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar di Universitas Airlangga, 1989. 
Studi-studi tentang transplantasi hukum seperti ini sebenarnya baru berkembang 
dengan suburnya pada masa-masa pasca-kolonial, dan dipakai untuk mengkaji : 
dan menguji kemungkinan mencruskan warisan hukum yang ditinggalkan oleh 
pernerintah-pemerintah kolonialolehpcmerintah-pemerintah nasional yang tengah 
membangun negeri di atas puing-puing kekuasaan kolonial yang sudah runtuh. 
Bacaa.I.: John H. Beckstrom, "Transplantation of Legal System: An Early Report 
on The Reception of Westem Laws in Ethiopia", The American Journal of 
Comparative Law, Th. XXI (1973), No.3 hlm. 557-583: Robert B. Seidman, The 
State, Law and Development (New York: St. Martin's Press, 1978), khususnya 
hlm.29-36, juga Robert B. Seidman, "Administrative Law and Legitimacy in 
Anglophonic Africa: A Problem in Thc Reception of Forcign Law", Law and 
Society Review, Th. IV (1970), No. 1, hlm. 161-204. 
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di lapangan, dapatlah dimengerti mengapa periode 1860-1900 ini : 
sangat dipenuhi oleh kontroversi-kontroversi di seputar kebijakan 
hukum kolonial yang sifatnyaasasi dan strategik juga. Kontroversi 

politik berkembang di seputar kebijakan dan upaya-upaya yang 

setengah dipaksakan untuk — berdasarkan ide kaum liberalis 

yang universalis. — mentransplantasikan hukum Eropa (baca : 
'Belanda') secara penuh ke dan untuk penduduk negeri di Hindia- 
Belanda. Itu adalah kebijakan dan upaya yang secara konsisten 
dan konsekuen, dengan dedikasi yang sangat doktriner, untuk 
menerapkan hukum Eropa di daerah jajahan (yang sampai saat itu 
tidak didominasi oleh budaya Eropa), juga manakala hukum itu 
hendak diterapkan untuk golongan-golongan penduduk non-Eropa. 
Asaskonkordansi dan asas ketunggalanhukum (eenheidsbeginsel) 
memang merupakan asas-asas dalam politik hukum yang amat 
dikenal dan (mulai) terkenal dalam periode paruh kcdua abad kc- 
19 itu. 

Periode berikutnya adalah periode yang bermula dengan 
tampil dan pasang naiknya gagasan politik etis, diteruskan dengan 
upaya-upaya realisasinya (baik sebagai kebijakan maupun seba- 
gai tindakan), dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan kolo- 
nial secara de facto pada awal pecahnya Perang Pasifik. Perkem- 
bangan yang terjadi sepanjang periode ini tak hanya ditengarai 
oleh politik etik dalam kebijakan kolonial, akan tetapi juga oleh 
kesadaran baru dalam kebijakan hukum Hinidia-Belanda: ialah 
kebijakan untuk menghormati hak-hak kultural penduduk pribu- 
mi. Proyeksinya dalam perkembangan kebijakan hukum kolonial 
ialah, lebih dipilihnya cara untuk sedapat mungkin mempertim- 
bangkan eksistensi kaidah-kaidah agama serta lembaga dan adat 
kebiasaan yang (masih) dianut rakyat pribumi, tanpa memandang 
agama atau kepercayaannya, juga dalam hal atau ketika menerap- 
kan hukum Eropa guna memenuhi kebutuhan hukum di Hindia 
Belanda. Dalam periode ini pulalah sejumlah eksponen, terutama 
mereka yang berkubu di dunia akademik, malah mencanangkan 
gagasan perlunya mempertimbangkan upaya mentransformasi 
hukum rakyat yang sederhana dan tak terawat secara profesional 
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itu menjadi suatu sistem hukum yang lebih memenuhi syarat guna 
keperluan kehidupan kenegaraan yang modem." Bolehlah dica- 
tat bahwa manakala pada periode pra-1900 ide-ide kaum liberalis 
yang universalis tampak lebih mendominasi kebijakan hukum 
kolonial, pada periode pasca-1900 ide-ide kaum liberalis yang 
partikularis itulah yang mulai lebih berani mendesak ke depan. 

Namun ini tidaklah berarti bahwa cita-cita kesatuan hukum 
untuk seluruh golongan rakyat atas dasar eenheidseginsel, dan 
yang demi kepastian hukum harus juga dikodifikasikan, telah 
dilepaskan oleh pemerintah dan karena itu telah pula dihapus dari 
senarai kebijakannya. Pada tahun 1904 Kabinet Kuyper, misal- 
nya, mengajukan rancangan undang-undang untuk merealisasi 
unifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan rakyat Hindia 
Belanda berdasarkan hukum Eropa (kecuali untuk hukum keluar- 
ga, hukum waris, hukum tanah, hukum yang mengatur wakaf dan 
tentang pemerintahan desa). 

Setelah rancangan undang-undang yang diajukan Kabinet 
Kuyper ini mengalami amandemen (yang dikenal dengan sebutan 
amandemen Idsinga), pada tahun 1914 Pemerintah Belanda 
meneruskan rencananya dcngan menyelesaikan sebuah rancang- 
an kitab undang-undang hukum perdata untuk semua golongan 
penduduk, sekalipun sampai-tahun 1917 rancangan tersebut tak 


12Eksponen utama yang oleh umum diakui sebagai pendesak kuat gagasan 
ini adalah C. van Vollenhoven. Baca misalnya: F.D. Holleman, "Prof. Mr. 
Comelis van Vollenhoven als Ontdekker van Het Adatrecht", Bijdragen tot De 
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Th. XC (1933), hlm. 1-41. 
Ketekunan van Vollenhoven ini juga terbukti dari upayanya mengkaji secara 
sungguh-sungguh hukum adat Indonesia sehingga von Benda-Beckman sempat 
menuliskan pernyataan bahwa atas jasa rintisan van Vollenhoven ini selama 4 
dasawarsa pertama dalam abad ke-20 ini tak ada negara di manapun juga di dunia 
ini yang mampu menyamai Belanda dalam hal keberhasilan menghimpun bahan 
etnografi hukum: dinyatakan dalam Frans von Benda-Beckman, “Rechtsantro- 
pologie in Nederland", Sociologische Gids, Th. XKVIH (1981), hlm. 297-400. 
Ringkasan gagasan van Vollenhoven dan daftar lengkap karya-karyanya dalam 
persoalan hukum adat ini dapat dilihat dalam buku !.?. Hcileman, Van Vollenho- 
ven On Indonesian Adat Law (The Hague: Martinus Nijhoti, 1981). 
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juga kunjung diajukan ke parlemen. Pada tahun-tahun itu peme- 
rintah Belanda "hanya" baru berhasil mengunifikasikan hukum 
pidana yang diundangkan pada tahun 1915 (Stb. 1915 no. 732 jo. 
Stb. 1917 no. 497, 645) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
1918. Maka sekali lagi pada tahun 1923 usaha mengunifikasikan 
hukum perdata untuk semua golongan penduduk di Hindia-Belan- 
da dicoba lagi oleh pemerintah dengan jalan menerbitkan sebuah 
rancangan kitab undang-undang hukum perdata (yang disiapkan 
oleh Cowan sejak tahun 1920). Rancangan Cowan ini pun gagal 
dimaterialisasi. 

Kegagalan mercalisasi unifikasi hukum dan kodifikasi hu- 
kum perdata untuk semua golongan rakyat di Hindia Belanda se- 
bagaimana dipaparkan di muka ini memang pantas disebut-sebut 
berkat "jasa" seorang pakar etnografi hukum dari Universitas 
Leiden, seorang partikularis yang gigih dan konsekuen, ialah 
Cornelis van Vollenhoven." Sesungguhnya van Vollenhoven ini 
tidaklah boleh dituduh begitu saja sebagai penolak ide unifikasi 
dan kodifikasi:'” ia hanya kebcratan manakala hukum rakyat 
pribumi yang berkedudukan mayoritas harus diabaikan untuk 
membukakan jalan bagi diberlakukannya hukum Eropa, nota 
bene hukum suatu golongan rakyat yang dalam hal jumlah berke- 
dudukan minoritas. Demikianlah perkembangannya hingga saat 
pecahnya perang Pasifik dan runtuhnya kekuasaan de facto 
pemerintahan kolonial di Hindia-Belanda, sekalipun ide unifikasi 


13Baca kembali catatan kaki no. 12 di muka. Tulisan-tulisan van Vollenho- 
ven yang dengan kuatnya mereaksi setiap rencana pemerintah untuk mengunifi- 
kasikan hukum perdata Hindia-Belanda berdasarkan hukum Eropa terdapat 
terutama dalam karya-karyanya "Geen Juristenrecht voor De Inlander", De XXe 
Eeuw, Maret 1905: "De Strijd om Het Adatrecht", De Gids, Mei 1914:De 
Indonesier En Zijn Grond, (Leiden: Brill, 1919: "Een Accident in De Indische 
Rechtshervorming", De Gids, Marct 1921: "Juridisch Confcctiewerk: Ecnhcid- 
sprivaatrecht voor Indie", Kolonial Studien, Th. 1 (1925), No. 9. 

14Ja malah menuliskan sebuah model tentang hukum kodifikasi yang dibuat 
berdasarkan hukum adat rakyat pribumi, Een Adatwetboekje voor Heel Indie 
(Leiden: Brill, 1910). 
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dan kodifikasi tetapdikukuhi bersama — baik oleh para pejabat di 
kalangan pemerintahan maupun oleh pakar yang mencanangkan 
gagasan-gagasan mereka dari atas mimbar-mimbar akademik — 
realisasinya dalam praktek tidak juga kunjung terwujud. 
Perkembangan yang terjadi sepanjang 4 dasawarsa pertama 
abad ke-20 ini-— yang pantas pula dicatat — adalah terbukanya 
pintu pendidikan kc arah ilmu dan budaya Eropa untuk anak-anak 
kaum clit pribumi, dan dengan demikian juga membukakan kc- 
sempatan untuk mereka guna memasuki posisi-posisi yang relatif 
tinggi dalam organ-organ pemerintahan dan peradilan di Hindia- 
Belanda. Program-program pendidikan dan institusionalisasi 
sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi itu dimaksudkan di 
satu pihak untuk membantu penmgkatan kesejahteraan ((wel- 
yaart) penduduk, dan di lain sisi juga untuk membelandakan (ver- 
nederlandsing) penduduk pribumi, dan khususnya lapisan kaum 
elxnya.' Pada masa ini pulalah lahir pendidikan hukum untuk 
anak-anak pribumi, mula-mula dalam wujud pendidikan kejuruan 
tingkat menengah (opleidingsschool) dan kemudian dalam wujud 
penckdikan yang lebih bertaraf akademik pada tingkat universiter 
(hogeschool). Dengan terlembagakannya pendidikan di Hindia- 
Belanda untuk orang-orang pribumi ini terbuka pulalah jabatan- 
jabatan di lingkungan badan-badan peradilan kolonial — yang 
semula secara cksklusif hanya terbuka untuk para pejabat Eropa 
— untuk anak-anak pribumi. | 
Dengan munculnya lapisan terpelajar di kalangan anak-anak 
pribumi, juga khususnya yang berkeahlian hukum dan ilmu hu- 
kum, polemik mengenai kebijakan untuk mengakui kedudukan 
hukum adat dalam pengembangan sistem dan tata hukum kolonial 
menjadi tak lagi terbatas di kalangan para pemuka Belanda 
scmata. Dengan cepat pada dasawarsa 1920-an ide van Vollenho- 
ven memperoleh pengikut dan sokongan dari yuris-yuris pribumi. 
Sekalipun para yuris pribumi ini tidak banyak memperoleh akses 


BLJ. Brugmans, op. cit., hlm. 289 ff. 
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